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MATRIKS WAWANCARA
TRANSKRIP MATRIK WAWANCARA PADA INFORMAN TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK

113

Sumber Data

Indikator Aspek Informan Primer Sekunder Interpresentasi
Relevansi kebijakan Berdasarkan wawancara | 1. Dari dokumen kebijakan
dengan masalah yang dengan Sekretaris Satpol yang tersedia, Perda | Tidak adanya petunjuk teknis
dihadapi masyarakat PP, Masyarakat dan Nomor 26 Tahun 2011 | dalam pelaksanaan Perda ini
(hewan ternak yang Perangkat desa, belum dilengkapi dengan | mengakibatkan lemahnya
dilepas bebas). diketahui bahwa hingga Peraturan Bupati ataupun | kejelasan ukuran dan tujuan
Kebijakan harus saat ini belum terdapat dokumen pelaksana teknis | kebijakan di lapangan. Aparat
memiliki indikator yang petunjuk teknis (juknis) dari dinas terkait seperti | pelaksana tidak memiliki acuan
terukur, seperti jumlah yang secara  khusus Dinas Peternakan atau | standar mengenai tindakan yang
pelanggaran yang IS. PA mengatur  pelaksanaan Satpol PP. Tidak | harus diambil, serta tidak dapat
berkurang, F A IY7 Peraturan Daerah ditemukan regulasi | mengukur  apakah  kebijakan
Ukuran dan Tujuan meningkatnya Tan Kabupaten Mukomuko turunannya yang | berjalan efektif atau tidak. Begitu
. MA, SA, . e
Kebijakan kesadaran masyarakat, KA BA Nomor 26 Tahun 2011. menjabarkan secara | pula masyarakat, tanpa sosialisasi
atau efektivitas s ’SU ’ Tidak adanya juknis ini spesifik indikator kinerja, | yang disertai ukuran keberhasilan,
penegakan aturan. S’R : menyebabkan aparat di standar operasional | mereka sulit memahami urgensi
' lapangan bingung dalam penegakan, atau pedoman | larangan tersebut. Jika petunjuk
menentukan ukuran pengukuran capaian | teknis sudah tersedia, seharusnya
keberhasilan implementasi. Ketiadaan | ada capaian yang bisa diamati
pelaksanaan Kkebijakan. dokumen pelaksana ini | seperti  berkurangnya jumlah
Hal ini diperkuat dengan menjadi salah satu | ternak yang berkeliaran,
pernyataan dari penyebab lemahnya | meningkatnya jumlah kandang,
informan  Satpol PP evaluasi terhadap | atau menurunnya laporan
yang menyebutkan efektivitas penerapan | pelanggaran.
bahwa tidak ada Perda.
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indikator atau tolok ukur
yang  jelas,  seperti
jumlah pelanggaran
yang harus ditekan atau
target penertiban yang
ingin dicapai. Selain itu,
masyarakat juga belum
mendapatkan informasi
menyeluruh  mengenai
tujuan kebijakan,
sehingga masih banyak
peternak yang
melepasliarkan

ternaknya karena
menganggapnya sebagai
praktik wajar.

Sumber Daya

Sumber daya manusia
yakni tersedianya
petugas yang kompeten,
terlatih, dan cukup
jumlahnya untuk
mengawasi pelaksanaan
kebijakan.

Sumber daya non
manusia yakni alokasi
dana yang memadai

untuk mendukung
kegiatan seperti
sosialisasi, operasi

penegakan hukum, dan
penyediaan fasilitas
pendukung,

ketersediaan ~ kendang

IS, PA,
FA

Hasil wawancara
dengan Sekretaris Satpol
PP menunjukkan bahwa
jumlah petugas aktif
hanya sekitar 30 orang,
dan saat kegiatan razia
hanya  sekitar 10
personel yang dapat
diturunkan. Dengan
kondisi geografis
Kabupaten Mukomuko
yang sangat luas dan
tersebar, jumlah ini
tidak mencukupi untuk
menjangkau seluruh
wilayah secara efektif.
Selain itu, belum ada

Berdasarkan laporan
Berdasarkan hasil
wawancara laporan

kegiatan tidak ditemukan
alokasi  khusus  untuk
penguatan kapasitas
sumber daya manusia
dalam pelaksanaan Perda.
Berdasarkan wawancara
dengan Sekretaris Satpol
PP bahwa tidak tersedia
pengadaan sarana baru
atau peningkatan
dukungan logistik untuk
pelaksanaan  kebijakan.
Hal ini  menunjukkan
bahwa pemerintah belum

Implementasi Perda Kabupaten
Mukomuko Nomor 26 Tahun
2011 terkendala secara signifikan
oleh keterbatasan sumber daya
manusia dan non-manusia. Jumlah
personel yang tidak mencukupi
dan tidak tersebar  merata
membuat  pelaksanaan  razia
bersifat insidental, bukan
sistematis. Minimnya fasilitas
penunjang dan anggaran khusus
juga membuat kegiatan seperti
sosialisasi atau penertiban tidak
bisa dilakukan secara
berkelanjutan. Dalam konteks
luasnya  wilayah  Kabupaten
Mukomuko, kondisi ini
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sementara untuk ternak
yang ditertibkan dan
alat-alat pendukung
pengawasan.

pelatihan tambahan atau
penguatan kapasitas
teknis bagi petugas di
lapangan.

wawancara  dengan
Sekretaris  Satpol PP
diketahui bahwa tidak
tersedia fasilitas
pendukung seperti
kendaraan operasional
dan kandang
penampungan  ternak.
Saat razia dilakukan,

hewan yang tertangkap
sering kali dikembalikan
ke pemiliknya karena

tidak ada tempat
penampungan
sementara. Selain itu,
anggaran yang
digunakan hanya

bersumber dari anggaran
rutin, bukan anggaran
khusus yang
dialokasikan untuk
penegakan Perda.

memprioritaskan investasi
dalam aspek penunjang
teknis pelaksanaan Perda.

memperburuk efektivitas
kebijakan karena wilayah-wilayah
terpencil sulit terjangkau.

Komunikasi Antar
Organisasi

Koordinasi yang jelas
antara pemerintah
daerah, perangkat desa,
dan pihak pelaksana.

Kerja sama antara
pemerintah daerah,
aparat desa, dan
lembaga swadaya dalam

IS, PA,
FA 1Y,
MA, SA,
KA, BA,
SJ, SU,
SR.

Dari hasil wawancara
dengan perangkat desa
dan Sekretaris Satpol
PP, menunjukan bahwa
koordinasi masih
bersifat situasional dan
belum ada forum rutin
yang menyatukan

Dokumen laporan
kegiatan Satpol PP dan
pemerintah desa
menunjukkan belum
adanya prosedur tetap
atau surat  keputusan
bersama mengenai

penegakan Perda.

Koordinasi  antarinstansi  dan
pelibatan tokoh masyarakat masih
lemah, menyebabkan pelaksanaan
dan sosialisasi Perda tidak
berjalan  optimal.  Kurangnya
forum rutin dan kerja sama formal
membuat penegakan kebijakan
kurang efektif di lapangan.




116

menegakkan aturan. langkah  antarinstansi. | 2. Tidak terdapat bukti
Komunikasi yang tidak Beberapa pelaksanaan dokumentasi kerja sama
efektif dapat penertiban  dilakukan formal antara pemda
menyebabkan kebijakan tanpa melibatkan pihak dengan LSM atau tokoh
gagal diterapkan desa secara penuh. masyarakat dalam
Wawancara  dengan mendukung kebijakan ini.
perangkat desa
menunjukkan minimnya
pelibatan mereka dalam
kegiatan sosialisasi
maupun pelaksanaan
penertiban.  Beberapa
masyarakat menyatakan
hanya mengetahui Perda
secara umum tanpa
pernah diundang untuk
diskusi atau pelatihan.
1. Norma-norma birokrasi Berdasarkan wawancara | 1. Dalam struktur birokrasi | Pelaksanaan Perda Kabupaten
2. Hubungan yang terjadi dengan perangkat desa, pemerintahan  daerah, Mukomuko Nomor 26 Tahun
dalam birokrasi Sekretaris Satpol PP, pelaksanaan Perda | 2011 masih terkendala oleh
masyarakat pemiliki seharusnya  melibatkan | lemahnya  karakteristik  agen
hewan ternak  dan hubungan kerja vyang | pelaksana, khususnya dalam
IS. PA masy_a_rakat yang tidak sistematis antara unit-unit penerapan norma-norma birokragi
F A IY7 memlllkl hewan ternak pelaksana. Namun, | seperti gotong royong, kolaborasi,
Karakteristik Agen M A, s A ditemukan bahwa dalgm berQasarkan_ laporan | dan tanggung j_awab _bersama:
Pelaksana KA’BA’ pelaksanaan Perda ini, kegiatan, tidak terdapat | Koordinasi antarinstansi, seperti
"1 belum terlihat adanya sistem koordinasi lintas | antara Satpol PP dan perangkat
SJ, SU, - . -

SR penerapan norma-norma OPD secara rutin. | desa, belum berjalan efektif dan
birokrasi yang Menurut teori Van Meter | cenderung sektoral tanpa
mendukung, seperti dan Van Horn, norma | komunikasi rutin.  Ketiadaan
sikap gotong royong birokrasi  yang  baik | pedoman teknis bersama juga
antarinstansi, kerja mencakup nilai | menyebabkan kurangnya rasa
kolektif, dan koordinasi kolaborasi, tanggung | memiliki terhadap kebijakan di
partisipatif. Petugas jawab  bersama, dan | tingkat pelaksana. Untuk itu,
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desa mengaku seringkali
tidak dilibatkan dalam
perencanaan atau
penjadwalan  kegiatan
razia oleh Satpol PP,
dan komunikasi hanya
bersifat satu arah. Tidak
ada pembagian tugas
yang jelas atau
mekanisme sinergi yang
mendorong kerja sama
aktif antar pelaksana di

lapangan.

Wawancara dengan
pihak desa menunjukkan
bahwa hubungan

antarinstansi pelaksana
belum berjalan dengan
baik. Satpol PP tidak
secara rutin memberi
informasi atau
melibatkan desa dalam
pengambilan keputusan.

Bahkan, beberapa
perangkat desa mengaku
mengetahui adanya

razia setelah kegiatan
berlangsung.
Ketidakterlibatan ini

membuat perangkat
desa kurang merasa
memiliki tanggung
jawab atas kebijakan

tersebut.

pemahaman terhadap visi
kebijakan secara
menyeluruh. Tanpa norma
ini, pelaksanaan kebijakan
cenderung bersifat
sektoral dan  kurang
terpadu.

Dalam dokumen struktur
pelaksana kebijakan
daerah, pelaksanaan Perda
melibatkan lintas dinas
seperti Dinas Peternakan,
Satpol PP, dan pemerintah
desa. Namun, tidak ada
SOP yang  mengatur
mekanisme hubungan
kerja antara dinas, yang
mengakibatkan
pelaksanaan kebijakan
berjalan terpisah-pisah.

diperlukan penguatan kerja lintas
sektor, pembentukan tim terpadu,
serta pelatihan nilai-nilai birokrasi
agar pelaksanaan kebijakan lebih
sinergis dan menyentuh
masyarakat langsung.
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Lingkungan Sosial,
Ekonomi, dan Politik

Sumberdaya ekonomi
lingkungan yang dapat
mendukung

keberhasilan

implementasi kebijakan.
Sejauh mana kelompok-
kelompok kepentingan
memberikan dukungan

bagi implementasi
kebijakan.
Karakteristik para

partisipan (Mendukung
atau menolak)

Elit politik mendukung
atau tidak dalam
implementasi kebijakan.

IS, PA,
FA 1Y,
MA, SA,
KA, BA,
SJ, SU,
SR.

Dari hasil wawancara
dengan peternak,
mereka menyatakan
bahwa alasan utama
melepas ternak adalah
karena keterbatasan
biaya untuk pakan dan
pembangunan kandang.
Selain itu, mereka juga

menyebutkan bahwa
tidak ada bantuan atau
dukungan dari
pemerintah berupa
subsidi  pakan atau
pembangunan fasilitas
pemeliharaan.

Masyarakat lebih

memilih cara tradisional
karena dianggap lebih
murah dan efisien secara

ekonomi.

Berdasarkan hasil
wawancara
menunjukkan bahwa

hingga saat ini belum
ada keterlibatan nyata
dari kelompok-
kelompok kepentingan
seperti LSM, koperasi
peternak, atau sektor
swasta dalam
mendukung pelaksanaan
Perda. Kegiatan razia

Berdasarkan literatur dan
dokumen daerah, belum

ditemukan adanya
program  subsidi  atau
insentif ekonomi  dari

pemerintah daerah kepada
peternak dalam rangka
mendukung pelaksanaan
Perda.

Hasil wawancara
menunjukkan bahwa tidak
adannya kolaborasi

dengan pihak luar seperti
dunia usaha, akademisi,
atau organisasi
masyarakat sipil. Padahal,
dalam praktik
implementasi  kebijakan
publik, keterlibatan
berbagai pihak menjadi
faktor  kunci  dalam
membangun  legitimasi
dan kapasitas lapangan.

Laporan hasil evaluasi

pelaksanaan Perda
menunjukkan bahwa
sebagian besar
pelanggaran masih
dilakukan oleh peternak
yang sama. Ini
menandakan bahwa
kesadaran masyarakat

belum terbentuk secara

Implementasi Perda Nomor 26
Tahun 2011 di Kabupaten
Mukomuko  terhambat  oleh
rendahnya kesadaran masyarakat,
terutama peternak, yang masih
melepas ternaknya karena
keterbatasan ekonomi dan
minimnya bantuan pemerintah.
Kelompok kepentingan seperti
LSM belum terlibat secara aktif,
sehingga  kebijakan  berjalan
sendiri tanpa dukungan eksternal.
Partisipasi masyarakat pun belum
merata;  peternak  cenderung
menolak, sementara warga non-
peternak bersikap pasif. Selain itu,
belum ada dukungan politik nyata
dari elit daerah dalam bentuk
regulasi turunan atau anggaran
khusus. Karena itu, diperlukan
upaya kolaboratif antar pihak dan
komitmen politik yang kuat agar
kebijakan ini dapat terlaksana
secara efektif.
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dan sosialisasi masih
didominasi oleh instansi

pemerintah, tanpa
dukungan organisasi
kemasyarakatan.

Wawancara dengan
masyarakat menunjukan
bahwa masyarakat yang
memiliki hewan ternak
lebih banyak menolak
kebijakan ini sedangkan
warga yang  tidak
memiliki hewan ternak
cenderung mendukung
kebijakan ini  tetapi
merasa bahwa kebijakan
ini tidak berjalan efektif
karena kurang
sosialisasi dan
penindakan yang lemah.
Wawancara dengan
aparat desa menyatakan
bahwa pelaksana di
lapangan belum melihat
dukungan nyata dari elit
politik, baik dari kepala
daerah maupun DPRD,
dalam bentuk
pernyataan,  anggaran
khusus, atau dorongan
penguatan regulasi.

merata. Partisipasi
masyarakat non-peternak
pun tidak terorganisir
untuk mendorong
pengawasan lingkungan
secara kolektif.

Hasil wawancara
menunjukan bahwa belum
ada tindak lanjut berupa
peraturan  bupati  atau
pengesahan program
turunan yang didukung
oleh DPRD. Padahal, elit
politik memiliki peran
strategis dalam mengawal
keberlanjutan
implementasi.
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Disposisi Pelaksana

Respon  implementor
terhadap kebijakan.
Kognisi pemahamannya
terhadap kebijakan.
Intensitas disposisi
implementor (Preferensi
nilai yang dimiliki oleh
implementor).

IS, PA,
FA 1Y,
MA, SA,
KA, BA,
SJ, SU,

Hasil wawancara
dengan Sekretaris Satpol
PP menunjukkan bahwa

kegiatan penertiban
hanya dilakukan secara
insidental, biasanya
berdasarkan laporan
warga. Mereka
menyampaikan bahwa
keterbatasan  personel

dan fasilitas menjadi
hambatan utama untuk
menjalankan penegakan
secara rutin dan
menyeluruh.

Dari wawancara dengan
perangkat desa, banyak
yang mengaku
mengetahui adanya
Perda, namun tidak
memahami  isi  dan
tujuan  secara  rinci.
Mereka juga mengaku
belum pernah menerima
pelatihan atau arahan
teknis terkait
pelaksanaan kebijakan.
Informan dari pihak
pelaksana menunjukkan

bahwa Meskipun
menyadari  pentingnya
penertiban, beberapa

pelaksana menganggap
bahwa penegakan hanya

Hasil wawancara
menunjukan bahwa tidak
mencantumkan  jadwal
tetap atau sistem Kerja
terstruktur dalam
pelaksanaan Perda. Hal
ini menunjukkan bahwa
respon terhadap kebijakan
masih  bersifat reaktif,
bukan proaktif.

Tidak adannya petunjuk

teknis atau  pedoman
lapangan yang
menjelaskan langkah-
langkah implementasi
secara praktis. Hal ini
memperkuat temuan
bahwa pemahaman

pelaksana bersifat umum
dan belum mendalam.
Dalam evaluasi
pelaksanaan  kebijakan,
tidak ditemukan indikator
evaluasi berbasis
semangat Kkerja atau nilai
profesionalisme
pelaksana.  Pelaksanaan
kebijakan berjalan tanpa
tolok  ukur  mengenai
motivasi dan etos kerja
pelaksana.

Pelaksana kebijakan di Kabupaten
Mukomuko belum menunjukkan
disposisi yang optimal dalam

menerapkan Perda  tentang
larangan  melepaskan  ternak.
Banyak dari mereka hanya
bertindak jika ada laporan

masyarakat, dan belum memiliki
jadwal atau inisiatif rutin. Selain
itu, pemahaman terhadap isi dan
tujuan Perda masih rendah karena
minimnya pelatihan dan petunjuk
teknis.  Nilai  kerja  seperti
tanggung jawab, partisipasi, dan
inisiatif belum terlihat secara
menyeluruh. Padahal, pelaksana
seharusnya tidak hanya
menyampaikan keterbatasan,
tetapi juga mampu menawarkan
solusi dan strategi alternatif.
Untuk itu, diperlukan pelatihan,
penguatan nilai pelayanan publik,
serta dorongan agar pelaksana
lebih proaktif dan berkomitmen
dalam menegakkan kebijakan.
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perlu dilakukan bila ada
laporan dari masyarakat.

Mereka belum
menampilkan semangat
atau nilai kerja

pelayanan publik yang
aktif dan partisipatif.
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LAMPIRAN 11

PANDUAN WAWANCARA

Informan : Sekretaris satuan polisi pamong praja dan anggota satpol PP

>

b)

d)

Waktu Hari/Tanggal : 3 Maret 2025

Tempat : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Indentitas Informan :

Nama (1S, PA, FA

Jenis Kelamin . Laki-Laki

Pendidikan : S2 dan S1

Pertanyaan

Indikator Ukuran dan Kebijakan

Bagaimana Bapak menilai pelaksanaan Perda Nomor 26 Tahun 2011 sejauh
ini?  Apakah sudah ada petunjuk teknis yang mengatur ukuran
keberhasilannya?

Apakah selama ini ada ukuran atau indikator yang menjadi acuan Bapak
saat melakukan penertiban?

Menurut Bapak, apakah petunjuk teknis penting dalam pelaksanaan
Perda ini?

Indikator Sumber Daya

Berapa jumlah personel Satpol PP yang tersedia di Kabupaten Mukomuko,
dan berapa banyak yang biasanya dilibatkan dalam kegiatan razia terkait
penertiban hewan ternak?

Apakah jumlah personel Satpol PP saat ini sudah mencukupi untuk
menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko dalam penertiban
hewan ternak? Mengapa diperlukan lebih banyak personel?

Apakah terdapat alokasi anggaran khusus untuk mendukung penegakan
Perda larangan hewan ternak di lapangan?

Indikator Komunikasi Antar Organisasi

Bagaimana Bapak melihat koordinasi antara Satpol PP dengan perangkat
desa dan instansi lainnya dalam pelaksanaan Perda ini?

Apakah selama bertugas, Bapak merasakan keterlibatan pihak desa atau
instansi lain dalam mendukung kegiatan di lapangan?

Apakah pernah dilakukan pelatihan bersama atau pertemuan lintas instansi
untuk menyamakan pemahaman soal Perda ini?

Bagaimana pelaksanaan Perda ini dijalankan dari sisi kerja sama antar
instansi, apakah sudah terkoordinasi secara baik?

Indikator Karakteristik Agen Pelaksana

Bagaimana pelaksanaan Perda ini dijalankan dari sisi kerja sama antar
instansi, apakah sudah terkoordinasi secara baik?

Apakah dalam praktik di lapangan, Bapak sering berkoordinasi dengan
perangkat desa sebelum melakukan razia?

Bagaimana hubungan kerja Anda dengan perangkat desa atau dinas lain
saat melaksanakan penertiban?
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e) Indikator Lingkungan Sosial,Ekonomi, dan Politik
- Apakah pelaksanaan Perda ini telah mendapat dukungan yang cukup dari
para pemangku kepentingan, termasuk elite politik dan pihak luar seperti
LSM atau dunia usaha?
- Sejauh ini, apakah ada kolaborasi antara Satpol PP dengan kelompok
masyarakat atau organisasi lain dalam pelaksanaan Perda?
- Bagaimana menurut Anda tentang peran pemerintah daerah dalam
memberikan bantuan kepada peternak agar bisa mematuhi Perda?
f) Indikator Disposisi Pelaksana
- Bagaimana pandangan Bapak terhadap pelaksanaan Perda No. 26 Tahun
2011, khususnya terkait penertiban hewan ternak yang dilepasliarkan?
- Seberapa sering kegiatan penertiban dilakukan, dan apa yang menjadi
pertimbangan pelaksanaannya?
- Apakah Bapak sudah memahami isi dan teknis pelaksanaan Perda No. 26
Tahun 20117
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PANDUAN WAWANCARA

Informan : Aparat Desa
> Waktu Hari/Tanggal : 6 Maret 2024

Tempat : Kantor Desa
> Indentitas Informan

Nama : MA

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan 1 S1

> Pertanyaan
a) Indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- Apakah pemerintah desa mendapatkan arahan teknis dalam mendukung
pelaksanaan Perda ini?
b) Indikator Sumber Daya
- Apakah pihak desa sering diajak terlibat dalam kegiatan penegakan
Perda atau sosialisasi kepada masyarakat?
c) Indikator Karakteristik Agen Pelaksana
- Apakah perangkat desa sering dilibatkan dalam perencanaan atau
pelaksanaan kegiatan penertiban ternak?
d) Indikator Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik
- Apakah anda merasa ada dukungan dari elite politik atau pimpinan daerah
dalam memperkuat pelaksanaan perda ini.
e) Indikator Disposisi Pelaksana

- Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang perda No 26 Tahun 2011 dan peran
desa dalam implementasinya?
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PANDUAN WAWANCARA

Informan : Masyarakat Pemilik Hewan Ternak

>

>

Waktu Hari/Tanggal : 2 Maret 2025

Tempat : Rumah Kediaman Masyarakat
Indentitas Informan :

Nama : BA, SJ, SU, SR,

Jenis Kelamin - Laki-Laki dan Perempuan

Pendidikan : SD dan Tidak Sekolah
Pertanyaan

Indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan

- Apakah Bapak mengetahui adanya aturan tentang larangan melepas
hewan ternak secara bebas?

Indikator Komunikasi Antar Organisasi

- Apakah Bapak pernah diajak dalam sosialisasi atau diskusi oleh pemerintah
desa atau pihak lain terkait aturan ini?

Indikator Karakteristik Agen Pelaksana

- Bagaimana pendapat Anda tentang kerja sama antara Satpol PP dan desa
dalam melaksanakan kebijakan ini?

Indikator Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.

- Mengapa Bapak masih melepas hewan ternak secara bebas meskipun
ada aturan yang melarang?

Indikator Disposisi Pelaksana

- Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang larangan melepas hewan ternak
dalam Perda?

- Bagaimana menurut Bapak/lbu tentang sikap pemerintah dalam
menegakkan Perda ini?
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PANDUAN WAWANCARA

Informan : Masyarakat Yang Tidak Memiliki Hewan Ternak

Waktu Hari/Tanggal : 2 Maret 2025

Tempat : Rumah Kediaman Masyarakat

Indentitas Informan ;

Nama 1Y, SAKA,

Jenis Kelamin - Laki-Laki dan Perempuan

Pendidikan : SD dan Tidak Sekolah

Pertanyaan

Indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan

- Menurut Bapak, apakah masyarakat memahami tujuan dari Perda ini?

Indikator Komunikasi Antar Organisasi

- Menurut Bapak, apakah pemerintah cukup terbuka dalam menyampaikan
informasi atau menjalin komunikasi soal kebijakan ini?

Indikator Karakteristik Agen Pelaksana

- Apakah Bapak melihat ada kerja sama yang kuat antara aparat desa dan
Satpol PP dalam menegakkan Perda ini?

Indikator Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

- Bagaimana pandangan Anda terhadap Perda ini dan dukungan masyarakat
terhadap pelaksanaannya?

- Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa pelaksanaan Perda ini sudah berjalan
efektif?

Indikator Disposisi Pelaksana

- Apakah Bapak/lbu merasa bahwa pelaksanaan perda ini sudah berjalan
efektif?
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TRANSKRIP WAWANCARA

IDENTITAS RESPONDEN

Nama
Jenis Kelamin
Statutus

: Bapak IS
: Laki — Laki
: Sekretaris Satpol PP Kabupaten Mukomuko

Penulis

Bagaimana Bapak menilai pelaksanaan Perda Nomor 26 Tahun
2011 sejauh ini? Apakah sudah ada petunjuk teknis yang
mengatur ukuran keberhasilannya?

Infroman

Hingga saat ini belum terdapat petunjuk teknis yang secara
khusus mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Kami
memahami bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk
menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat, khususnya di
area jalan umum.

Penulis

Apakah selama ini ada ukuran atau indikator yang menjadi
acuan Bapak saat melakukan penertiban?

Infroman

Saat ini pelaksanaan kebijakan belum memiliki tolok ukur
yang jelas sebagai pedoman. Penertiban biasanya dilakukan
berdasarkan perintah pimpinan atau laporan masyarakat, tanpa
standar operasional yang terdefinisi.

Penulis

Menurut Bapak, apakah petunjuk teknis penting dalam
pelaksanaan Perda ini?

Infroman

Sangat penting adanya petunjuk teknis. Tanpa itu, kami hanya
mengandalkan pengalaman. Harusnya ada SOP atau aturan
turunannya dari bupati agar pelaksanaan lebih terarah. Saat ini
pelaksanaan masih umum tanpa evaluasi yang terstruktur.

Penulis

Berapa jumlah personel Satpol PP yang tersedia di Kabupaten
Mukomuko, dan berapa banyak yang biasanya dilibatkan
dalam kegiatan razia terkait penertiban hewan ternak?

Informan

Personil Satpol PP di Kabupten Mukomuko itu sekitar kurang
lebih 30 personil, tetapi jika razia dilaksanakan hanya sekitar
10 saja

Penulis

Apakah jumlah personel Satpol PP saat ini sudah mencukupi
untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko
dalam penertiban hewan ternak? Mengapa diperlukan lebih
banyak personel?

Infroman

Untuk efektivitas penertiban, dibutuhkan personel yang
memadai karena luasnya wilayah Kabupaten Mukomuko tidak
dapat dijangkau hanya oleh 10 orang.
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Penulis

Apakah terdapat alokasi anggaran khusus untuk mendukung
penegakan Perda larangan hewan ternak di lapangan?

Infroman

Anggaran untuk penegakan Perda hewan ternak hanya
termasuk dalam anggaran rutin, tidak ada alokasi khusus bagi
personel lapangan sebagai bentuk motivasi.

Penulis

Bagaimana Bapak melihat koordinasi antara Satpol PP dengan
perangkat desa dan instansi lainnya dalam pelaksanaan Perda
ini?

Infroman

Selama ini koordinasi masih bersifat insidental, artinya baru
dilakukan jika ada agenda penertiban atau laporan dari
masyarakat. Belum ada forum rutin atau sistem komunikasi
yang mengatur langkah bersama antarinstansi. Ini tentu
menjadi kendala dalam menyatukan strategi penegakan di
lapangan

Penulis

Apakah selama bertugas, Bapak merasakan keterlibatan pihak
desa atau instansi lain dalam mendukung kegiatan di lapangan?

Infroman

Kadang kami langsung turun tanpa pemberitahuan ke desa,
sehingga mereka tidak siap. Menurut saya, harusnya
komunikasi dijadwalkan dan pembagian tugas diperjelas.
Sekarang semua masih berjalan spontan.

Penulis

Apakah pernah dilakukan pelatihan bersama atau pertemuan
lintas instansi untuk menyamakan pemahaman soal Perda ini?

Infroman

Tidak ada pelatihan bersama atau forum koordinasi rutin.
Semua kegiatan berjalan berdasarkan instruksi mendadak,
tanpa pertemuan yang membahas strategi atau evaluasi
bersama.

Penulis

Bagaimana pelaksanaan Perda ini dijalankan dari sisi kerja
sama antar instansi, apakah sudah terkoordinasi secara baik?

Infroman

Sejujurnya, koordinasi masih belum ideal. Saat ini Satpol PP
masih bekerja sendiri dalam banyak hal. Kita belum memiliki
sistem atau forum lintas OPD yang berjalan rutin. Jadi ya,
pelaksanaan seringkali hanya melibatkan kami saja. Mestinya
ada gotong royong antarinstansi

Penulis

Apakah dalam praktik di lapangan, Bapak sering berkoordinasi
dengan perangkat desa sebelum melakukan razia?

Infroman

Kami biasa langsung terjun ke lapangan. Koordinasi dengan
desa hanya dilakukan jika memungkinkan, bahkan sering kali
tidak dilakukan karena keterbatasan waktu.

Penulis

Bagaimana hubungan kerja Anda dengan perangkat desa atau
dinas lain saat melaksanakan penertiban?

Infroman

Hubungan dengan desa biasa saja, tetapi belum ada pembagian
peran yang jelas. Saat razia kami mengerjakannya sendiri, dan
pihak desa hanya kadang-kadang ikut mendampingi.
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Penulis

Apakah pelaksanaan Perda ini telah mendapat dukungan yang
cukup dari para pemangku kepentingan, termasuk elite politik
dan pihak luar seperti LSM atau dunia usaha?

Informan

Kalau dari elite politik atau DPRD, kami belum melihat adanya
dukungan yang signifikan. Belum ada peraturan bupati atau
instruksi langsung yang memperkuat implementasi Perda ini.”

Penulis

Sejauh ini, apakah ada kolaborasi antara Satpol PP dengan
kelompok masyarakat atau organisasi lain dalam pelaksanaan
Perda?

Informan

Kami masih melaksanakan kebijakan ini sendiri. Sosialisasi
pun terbatas, tanpa melibatkan mitra luar seperti LSM atau
koperasi peternak. Padahal, kerja sama semacam itu dapat
memudahkan pendekatan ke masyarakat.

Penulis

Bagaimana menurut Anda tentang peran pemerintah daerah
dalam memberikan bantuan kepada peternak agar bisa
mematuhi Perda?

Informan

Setahu saya belum ada dukungan seperti subsidi pakan atau
kandang dari pemda. Itu sangat dibutuhkan karena peternak
sering terbebani biaya dan akhirnya melepasliarkan ternaknya.

Penulis

Bagaimana pandangan Bapak terhadap pelaksanaan Perda No.
26 Tahun 2011, khususnya terkait penertiban hewan ternak
yang dilepasliarkan?

Informan

Kami mendukung penuh pelaksanaan Perda tersebut karena
memang tujuannya baik, yaitu menjaga ketertiban umum.
Namun, pelaksanaan di lapangan tidak mudah. Personel kami
terbatas, fasilitas juga belum memadai, sehingga kegiatan tidak
dilakukan secara rutin karena terkendala operasional.

Penulis

Seberapa sering kegiatan penertiban dilakukan, dan apa yang
menjadi pertimbangan pelaksanaannya?

Informan

Penertiban biasanya dilakukan setelah ada instruksi atasan atau
laporan masyarakat. Kami sadar pentingnya, namun karena
banyaknya tugas dan keterbatasan petugas, kegiatan dilakukan
tanpa jadwal tetap.

Penulis

Apakah Bapak sudah memahami isi dan teknis pelaksanaan
Perda No. 26 Tahun 20117

Informan

Secara umum kami tahu larangan melepas ternak itu ada, tapi
belum ada petunjuk teknis rinci. Kami tidak pernah dapat
pelatihan, jadi penindakan di lapangan disesuaikan kondisi,
kadang membingungkan karena tidak ada SOP tertulis.
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+ |IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Bapak PA
Jenis Kelamin : Laki — Laki
Statutus : Anggota Satpol PP Kabupaten Mukomuko
Penulis Bagaimana Bapak menilai pelaksanaan Perda Nomor 26

Tahun 2011 sejauh ini? Apakah sudah ada petunjuk
teknis yang mengatur ukuran keberhasilannya?

Infroman Sampai saat ini, belum tersedia petunjuk teknis yang
secara spesifik mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah
ini. Tujuan utama dari kebijakan ini kami pahami sebagai
upaya menjaga ketertiban dan keselamatan publik,
terutama di area jalan raya.
Apakah selama ini ada ukuran atau indikator yang
menjadi acuan Bapak saat melakukan penertiban?
Pelaksanaan kebijakan hingga kini belum memiliki
ukuran yang pasti sebagai acuan. Penertiban di lapangan
umumnya dilakukan berdasarkan perintah atasan atau
setelah menerima laporan dari masyarakat, tanpa adanya
standar operasional yang baku sebagai pedoman
pelaksanaan.

Menurut Bapak, apakah petunjuk teknis penting dalam

pelaksanaan Perda ini?

Keberadaan juknis sangat krusial. Karena tidak ada, kami

hanya bekerja berdasarkan pengalaman. Idealnya ada

Informan SOP atau regulasi dari kepala daerah agar lebih jelas.
Sekarang ini belum ada evaluasi dan pelaksanaan masih
bersifat umum.

Penulis Berapa jumlah personel Satpol PP yang tersedia di
Kabupaten Mukomuko, dan berapa banyak yang
biasanya dilibatkan dalam kegiatan razia terkait
penertiban hewan ternak?

Informan Jumlah personel Satpol PP di Kabupaten Mukomuko
sekitar 30 orang, namun saat razia hanya sekitar 10 orang
yang dilibatkan.

Penulis Apakah jumlah personel Satpol PP saat ini sudah
mencukupi  untuk  menjangkau seluruh  wilayah
Kabupaten Mukomuko dalam penertiban hewan ternak?
Mengapa diperlukan lebih banyak personel?

Infroman Untuk memaksimalkan penertiban hewan ternak perlu
jumlah personil yang cukup banyak, dikerenakan
wilayah Kabupaten Mukomuko sangat luas sehingga
tidak terjaungkau jika hanya mengandalkan 10 personil.

Penulis Apakah terdapat alokasi anggaran khusus untuk
mendukung penegakan Perda larangan hewan ternak di
lapangan?

Penulis

Informan

Penulis
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Penulis

Infroman

Penulis

Infroman

Penulis

Infroman

Penulis

Infroman

Penulis

Infroman

Penulis

Infroman

Penulis
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Dana pelaksanaan penertiban masih berupa anggaran
rutin, belum ada anggaran khusus yang diberikan kepada
petugas lapangan untuk mendorong kinerja mereka.
Bagaimana Bapak melihat koordinasi antara Satpol PP
dengan perangkat desa dan instansi lainnya dalam
pelaksanaan Perda ini?

Koordinasi antar instansi sejauh ini masih bersifat
insidental, hanya dilakukan jika ada razia atau laporan
masyarakat. Belum tersedia forum komunikasi rutin
untuk merancang strategi bersama.

Apakah selama bertugas, Bapak merasakan keterlibatan
pihak desa atau instansi lain dalam mendukung kegiatan
di lapangan?

Kadang kami turun sendiri, tanpa informasi awal ke desa.
Akibatnya pihak desa tidak siap, bahkan tidak tahu kalau
ada razia. Menurut saya, komunikasi semestinya
dijadwalkan dan ada pembagian tugas yang jelas. Selama
ini semuanya masih situasional.

Apakah pernah dilakukan pelatihan bersama atau
pertemuan lintas instansi  untuk  menyamakan
pemahaman soal Perda ini?

Sampai saat ini belum pernah diadakan pelatihan
gabungan ataupun koordinasi berkala. Biasanya kami
hanya dikumpulkan saat ada kegiatan mendadak, tidak
pernah ada forum strategi dan evaluasi.

Bagaimana pelaksanaan Perda ini dijalankan dari sisi
kerja sama antar instansi, apakah sudah terkoordinasi
secara baik?

Koordinasi antarinstansi masih belum optimal. Satpol PP
sering bekerja sendiri tanpa adanya sistem atau forum
lintas OPD vyang rutin. Idealnya ada kerja sama
antarinstansi.

Apakah dalam praktik di lapangan, Bapak sering
berkoordinasi dengan perangkat desa sebelum
melakukan razia?

Biasanya kami langsung turun ke lapangan. Koordinasi
dengan desa kadang dilakukan, tapi hanya kalau ada
waktu. Kadang juga tidak sempat. Jadinya, teman teman
di desa sering tidak tahu atau tidak ikut serta.
Bagaimana hubungan kerja Anda dengan perangkat desa
atau dinas lain saat melaksanakan penertiban?

Belum ada kejelasan tugas antara kami dan pihak desa.
Jika ada razia, kami sering bekerja sendiri. Desa
terkadang ikut, tapi tidak selalu, dan kami tidak pernah
terlibat dalam rapat bersama.

Apakah pelaksanaan Perda ini telah mendapat dukungan
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yang cukup dari para pemangku kepentingan, termasuk
elite politik dan pihak luar seperti LSM atau dunia usaha?
Dukungan dari kalangan politik atau DPRD sejauh ini
belum terasa signifikan. Tidak ada peraturan bupati atau
instruksi yang secara langsung memperkuat pelaksanaan
Perda.

Sejauh ini, apakah ada kolaborasi antara Satpol PP
dengan kelompok masyarakat atau organisasi lain dalam
pelaksanaan Perda?

Sampai sekarang belum ada dukungan dari pihak luar
Sosialisasi hanya dilakukan secara terbatas, dan kami
belum bekerja sama dengan LSM atau organisasi
peternak yang bisa memperluas jangkauan.

Bagaimana menurut Anda tentang peran pemerintah
daerah dalam memberikan bantuan kepada peternak agar
bisa mematuhi Perda?

Saya belum pernah mendengar adanya bantuan subsidi
pakan atau kandang dari pemda. Padahal itu penting,
karena peternak sering mengeluh soal biaya. Kalau tidak
dibantu, mereka pasti akan terus lepasliarkan hewan
ternaknya

Bagaimana pandangan Bapak terhadap pelaksanaan
Perda No. 26 Tahun 2011, khususnya terkait penertiban
hewan ternak yang dilepasliarkan?

Kami sangat mendukung Perda ini karena tujuannya
positif, menjaga ketertiban umum. Namun keterbatasan
personel dan fasilitas membuat pelaksanaannya tidak
bisa dilakukan secara rutin.

Seberapa sering kegiatan penertiban dilakukan, dan apa
yang menjadi pertimbangan pelaksanaannya?

Biasanya perintah dari atasan dan jika ada laporan dari
warga, baru kami melakukan razia. Kami tahu ini
penting, tapi karena tugas kami banyak dan jumlah
petugas sedikit, jadi kegiatan penertiban dilakukan tanpa
adanya jadwal tetap.

Apakah Bapak sudah memahami isi dan teknis
pelaksanaan Perda No. 26 Tahun 2011?

Kami memahami aturan larangan melepas ternak, tetapi
secara teknis belum ada arahan yang jelas. Karena tidak
pernah diberi pelatihan atau SOP tertulis, kami hanya
bisa menyesuaikan tindakan dengan keadaan di lapangan.
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IDENTITAS RESPONDEN

Nama

Jenis Kelamin

Statutus
Penulis

Infroman

Penulis

Informan

Penulis

Informan

Penulis

Informan

Penulis

Infroman

Penulis

Infroman

: Bapak FA

: Laki — Laki

: Anggota Satpol PP Kabupaten Mukomuko

Bagaimana Bapak menilai pelaksanaan Perda Nomor 26
Tahun 2011 sejauh ini? Apakah sudah ada petunjuk
teknis yang mengatur ukuran keberhasilannya?

Belum ada pedoman teknis khusus yang mengatur
implementasi Peraturan Daerah ini sampai sekarang.
Kami menyadari bahwa kebijakan ini bertujuan untuk
menjaga ketertiban serta keselamatan warga, khususnya
di kawasan jalan umum.

Apakah selama ini ada ukuran atau indikator yang
menjadi acuan Bapak saat melakukan penertiban?

Tidak ada ukuran pasti yang digunakan sebagai acuan
dalam pelaksanaan Kkebijakan. Kegiatan penertiban
umumnya didasarkan atas instruksi atasan atau laporan
warga, tanpa prosedur tetap yang digunakan sebagai
panduan.

Menurut Bapak, apakah petunjuk teknis penting dalam
pelaksanaan Perda ini?

Penting sekali. Tanpa petunjuk teknis, kami bekerja
berdasarkan pengalaman saja. Idealnya ada SOP atau
peraturan turunan dari bupati agar kami lebih terarah.
Kalau sekarang, pelaksanaan masih bersifat umum dan
tidak ada evaluasi yang jelas.

Berapa jumlah personel Satpol PP yang tersedia di
Kabupaten Mukomuko, dan berapa banyak yang
biasanya dilibatkan dalam kegiatan razia terkait
penertiban hewan ternak?

Di Kabupaten Mukomuko, Satpol PP memiliki sekitar
30 personel, tapi dalam pelaksanaan razia biasanya hanya
melibatkan sekitar 10 orang saja.

Apakah jumlah personel Satpol PP saat ini sudah
mencukupi  untuk menjangkau seluruh  wilayah
Kabupaten Mukomuko dalam penertiban hewan ternak?
Mengapa diperlukan lebih banyak personel?

Jumlah personel perlu ditambah agar penertiban berjalan
optimal, sebab wilayah Kabupaten Mukomuko terlalu
luas untuk dijangkau hanya oleh 10 personel.

Apakah terdapat alokasi anggaran Kkhusus untuk
mendukung penegakan Perda larangan hewan ternak di
lapangan?

Anggaran penegakan hewan ternak itu termasuk
anggaran rutin saja, tidak ada anggaran rutin khusus bagi
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personil dilapangan untuk memaotivasi mereka.
Bagaimana Bapak melihat koordinasi antara Satpol PP
dengan perangkat desa dan instansi lainnya dalam
pelaksanaan Perda ini?

Selama ini koordinasi hanya dilakukan saat ada agenda
penertiban atau aduan dari warga. Tidak ada sistem
komunikasi atau forum tetap untuk mengkoordinasikan
langkah antarinstansi.

Apakah selama bertugas, Bapak merasakan keterlibatan
pihak desa atau instansi lain dalam mendukung kegiatan
di lapangan?

Kami seringkali melakukan razia tanpa memberitahu
pihak desa lebih dulu, yang membuat mereka tidak siap.
Seharusnya komunikasi dirancang secara terjadwal dan
peran masing-masing ditentukan dengan jelas.

Apakah pernah dilakukan pelatihan bersama atau
pertemuan lintas instansi untuk  menyamakan
pemahaman soal Perda ini?

Sejauh ini belum ada pelatihan bersama atau koordinasi
rutin. Kita jalan berdasarkan instruksi saja, biasanya
kalau ada kegiatan mendadak baru semua dihubungi.
Tidak ada pertemuan yang sifatnya membahas strategi
atau evaluasi bersama.

Bagaimana pelaksanaan Perda ini dijalankan dari sisi
kerja sama antar instansi, apakah sudah terkoordinasi
secara baik?

Sejujurnya, koordinasi masih belum ideal. Saat ini Satpol
PP masih bekerja sendiri dalam banyak hal. Kita belum
memiliki sistem atau forum lintas OPD yang berjalan
rutin. Jadi ya, pelaksanaan seringkali hanya melibatkan
kami saja. Mestinya ada gotong royong antarinstansi
Apakah dalam praktik di lapangan, Bapak sering
berkoordinasi dengan perangkat desa sebelum
melakukan razia?

Pelaksanaan di lapangan sering tanpa koordinasi yang
cukup dengan desa, kecuali ada waktu. Akibatnya, pihak
desa sering tidak mengetahui atau tidak dilibatkan.
Bagaimana hubungan kerja Anda dengan perangkat desa
atau dinas lain saat melaksanakan penertiban?
Hubungannya biasa saja, tapi belum ada pembagian
tugas yang jelas. Kalau razia ya kita kerjakan sendiri.
Desa kadang mendampingi, kadang enggak. Kami juga
tidak pernah dilibatkan dalam rapat bersama misalnya,
jadi jalan sendiri-sendiri.

Apakah pelaksanaan Perda ini telah mendapat dukungan
yang cukup dari para pemangku kepentingan, termasuk
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elite politik dan pihak luar seperti LSM atau dunia usaha?
Sampai saat ini kami belum melihat dukungan konkret
dari elite politik atau DPRD. Tidak ada instruksi resmi
atau  peraturan  pendukung yang  memperkuat
implementasi kebijakan ini.
Sejauh ini, apakah ada kolaborasi antara Satpol PP
dengan kelompok masyarakat atau organisasi lain dalam
pelaksanaan Perda?
“Belum ada. Kami masih bekerja sendiri. Sosialisasi pun
biasanya dilakukan terbatas. Belum ada mitra dari luar
seperti  LSM atau koperasi peternak yang ikut
mendukung. Padahal, kalau ada kerja sama mungkin
lebih mudah menyentuh masyarakat.”
Bagaimana menurut Anda tentang peran pemerintah
daerah dalam memberikan bantuan kepada peternak agar
bisa mematuhi Perda?
Saya belum mendengar adanya bantuan dari pemerintah
daerah untuk subsidi pakan atau kandang. Padahal hal
tersebut penting karena banyak peternak mengeluhkan
biaya tinggi.
Bagaimana pandangan Bapak terhadap pelaksanaan
Perda No. 26 Tahun 2011, khususnya terkait penertiban
hewan ternak yang dilepasliarkan?
Pelaksanaan Perda ini kami dukung sepenuhnya karena
tujuannya baik, tetapi keterbatasan operasional dan
jumlah personel menghambat pelaksanaan secara
berkelanjutan.
Seberapa sering kegiatan penertiban dilakukan, dan apa
yang menjadi pertimbangan pelaksanaannya?
Kami biasanya bertindak jika ada perintah dari atasan
atau laporan warga. Walaupun penting, jumlah personel
yang sedikit membuat kegiatan penertiban tidak bisa
dijadwalkan secara rutin.
Apakah Bapak sudah memahami isi dan teknis
pelaksanaan Perda No. 26 Tahun 2011?
Kalau secara umum, kami tahu ada aturan larangan
melepasliarkan hewan ternak, tapi untuk teknisnya belum
ada petunjuk rinci. Kami tidak pernah mendapatkan
pelatihan khusus atau arahan teknis, jadi di lapangan
kami hanya menyesuaikan dengan kondisi. Kadang
bingung juga, karena tidak ada SOP tertulis atau juknis
yang mengatur detil. Akhirnya kami hanya menindak
sesuai pengalaman dan perkiraan.
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Penulis

Apakah pemerintah desa mendapatkan arahan teknis dalam
mendukung pelaksanaan Perda ini?

Informan

Sejauh ini tidak ada petunjuk teknis dari kabupaten. Kami tahu
bahwa ada aturan larangan melepas ternak, tapi kami tidak tahu
langkah-langkah pastinya. Misalnya, apakah kami harus
melaporkan pelanggaran, atau menegur langsung? Kami juga
tidak pernah diberi data atau target yang jelas.

Penulis

Apakah pihak desa sering diajak terlibat dalam kegiatan
penegakan Perda atau sosialisasi kepada masyarakat?

Informan

Terlibat sih pernah, tapi tidak secara rutin. Kadang kami cuma
diberi tahu mendadak, dan itu pun hanya untuk mendampingi.
Kami belum pernah dilibatkan dalam perencanaan atau pelatihan
soal Perda ini. Padahal kami yang paling dekat dengan
masyarakat.

Penulis

Apakah perangkat desa sering dilibatkan dalam perencanaan
atau pelaksanaan kegiatan penertiban ternak?

Informan

Kami jarang dilibatkan sejak awal. Biasanya hanya diminta
mendampingi saat pelaksanaan, itu pun mendadak sehingga
kami tidak ada persiapan sama sekali.

Penulis

Apakah Bapak merasa ada dukungan dari elite politik atau
pimpinan daerah dalam memperkuat pelaksanaan Perda ini?

Informan

Sejauh ini belum ada. Kami juga tidak pernah menerima arahan
langsung dari kepala daerah atau DPRD untuk mengawal
pelaksanaan Perda ini. Tanpa dukungan politik, kami di
lapangan seperti bekerja sendiri

Penulis

Apakah Bapak mengetahui tentang Perda No. 26 Tahun 2011
dan peran desa dalam implementasinya?

Informan

Kami tahu ada Perda itu, tapi jujur saja, kami tidak dilibatkan
dalam pelaksanaannya. Kalau ada razia, kadang kami baru tahu
setelah selesai. Tidak pernah ada pelatihan atau pengarahan dari
Satpol PP. Kami juga tidak tahu langkah teknis apa yang harus
kami lakukan jika ada pelanggaran di desa.
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Penulis

Apakah Bapak mengetahui adanya aturan tentang larangan
melepas hewan ternak secara bebas?

Informan

Saya tidak tahu secara pasti aturannya seperti apa. Memang
pernah dengar ada larangan, tapi kami tidak diberi penjelasan.
Ternak saya lepas karena memang itu cara yang biasa dilakukan
di sini. Kalau pemerintah mau kami tidak melepas ternak,
harusnya dijelas

Penulis

Apakah Bapak pernah diajak dalam sosialisasi atau diskusi oleh
pemerintah desa atau pihak lain terkait aturan ini?

Informan

Saya hanya tahu dari cerita-cerita warga bahwa ada aturan soal
ternak. Tapi sejauh ini saya belum pernah diajak langsung atau
diberi penjelasan resmi. Mungkin kalau ada koordinasi antara
petugas dan pihak desa, kami bisa lebih mengerti.

Penulis

Bagaimana pendapat Anda tentang kerja sama antara Satpol PP
dan desa dalam melaksanakan kebijakan ini?

Informan

Menurut saya, koordinasi antara petugas dan pihak desa kurang
baik. Terkadang petugas datang sendiri tanpa sepengetahuan
desa. Ini membuat warga bingung harus mengikuti siapa. Kalau
keduanya bekerja sama, pasti warga lebih memahami dan
menaati aturan.

Penulis

Mengapa Bapak masih melepas hewan ternak secara bebas
meskipun ada aturan yang melarang?

Informan

Membuat kandang itu butuh biaya besar, dan memberi pakan
juga sulit. Kalau pemerintah memberi bantuan, mungkin saya
bisa mengikuti aturan. Tapi karena tidak ada bantuan, saya tetap
membiarkan ternak mencari makan sendiri.

Penulis

Bagaimana pendapat Bapak/lbu tentang larangan melepas
hewan ternak dalam Perda?

Informan

Sebenarnya kami tidak menolak aturan itu, tetapi
pelaksanaannya di lapangan sering membuat bingung. Kadang
ada razia tanpa kejelasan aturan. Sosialisasi juga tidak dilakukan,
dan pelaksanaannya terasa kurang serius.

Penulis

Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang sikap pemerintah dalam
menegakkan Perda ini?

Informan

Pemerintah terkesan tidak sepenuhnya serius. Kadang ada razia,
tapi setelah itu tidak ditindaklanjuti. Seharusnya kalau serius,
ada jadwal tetap dan sosialisasi yang jelas. Kami jadi bingung,
bahkan tidak tahu kalau ternak ditangkap. Kalau pelaksanaan
tidak konsisten, warga juga jadi tidak merasa perlu patuh.
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Penulis

Apakah Bapak mengetahui adanya aturan tentang larangan
melepas hewan ternak secara bebas?

Informan

Saya belum benar-benar paham aturan pastinya. Memang saya
pernah dengar soal larangan itu, tapi belum ada penjelasan
langsung. Melepas ternak sudah menjadi kebiasaan di sini.
Kalau pemerintah ingin kami berhenti, seharusnya dijelaskan
dengan baik.

Penulis

Apakah Ibu pernah diajak dalam sosialisasi atau diskusi oleh
pemerintah desa atau pihak lain terkait aturan ini?

Informan

Saya cuma tahu dari obrolan warga bahwa ada aturan tentang
ternak. Tapi saya pribadi belum pernah di undang langsung
dalam sosialisasi atau dikasih penjelasan resmi. Kalau ada kerja
sama antara petugas dan desa, mungkin kami jadi lebih paham.

Penulis

Bagaimana pendapat Anda tentang kerja sama antara Satpol PP
dan desa dalam melaksanakan kebijakan ini?

Informan

Saya merasa petugas dan desa tidak kompak. Ada saatnya
petugas turun tanpa sepengetahuan desa, sehingga warga
kebingungan. Kalau keduanya bisa saling dukung, masyarakat
pasti akan lebih mudah memahami aturan.

Penulis

Mengapa Ibu masih melepas hewan ternak secara bebas
meskipun ada aturan yang melarang?

Informan

Ya karena buat kandang itu mahal, terus pakan juga susah. Kalau
ada bantuan dari pemerintah mungkin saya bisa patuhi aturan
itu. Tapi sampai sekarang enggak ada bantuan, jadi saya tetap
lepas biar mereka cari makan sendiri

Penulis

Bagaimana pendapat Bapak/lbu tentang larangan melepas
hewan ternak dalam Perda?

Informan

Kami tidak keberatan dengan adanya aturan, namun saat di
lapangan sering membingungkan. Ada razia, tapi aturan tidak
jelas. Sosialisasinya juga minim dan pelaksanaannya belum
maksimal.

Penulis

Bagaimana menurut lbu tentang sikap pemerintah dalam
menegakkan Perda ini?

Informan

Pemerintah seperti setengah hati. Kadang mereka datang razia,
besoknya dibiarkan lagi. Kalau benar-benar niat, harusnya ada
jadwal tetap, dan ada sosialisasi juga. Kami juga bingung,
kadang tidak tahu ternak kami ditangkap atau bagaimana
prosedurnya. Kalau pelaksana juga tidak konsisten, ya kami juga
tidak merasa perlu terlalu patuh.
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Penulis

Apakah Bapak mengetahui adanya aturan tentang larangan
melepas hewan ternak secara bebas?

Informan

Saya tidak tahu secara rinci seperti apa aturannya. Hanya sekilas
pernah dengar tentang larangan, tapi tidak ada sosialisasi. Di
daerah ini, melepas ternak adalah hal biasa. Kalau pemerintah
ingin itu dihentikan, mestinya diberi penjelasan lebih dulu.

Penulis

Apakah Bapak pernah diajak dalam sosialisasi atau diskusi oleh
pemerintah desa atau pihak lain terkait aturan ini?

Informan

Informasi soal aturan ternak saya dapat dari percakapan sesama
warga. Saya sendiri belum pernah mendapat undangan
sosialisasi atau penjelasan dari petugas. Kalau petugas dan
perangkat desa saling bekerja sama, pasti masyarakat lebih
paham.

Penulis

Bagaimana pendapat Anda tentang kerja sama antara Satpol PP
dan desa dalam melaksanakan kebijakan ini?

Informan

Kalau menurut saya, kayaknya petugas dan desa kurang kompak.
Kadang petugas datang sendiri, desa juga enggak tahu. Jadi kami
sebagai warga bingung, harus ikut siapa. Kalau dua-duanya
saling bantu, saya yakin masyarakat lebih paham dan ikut aturan.

Penulis

Mengapa Bapak masih melepas hewan ternak secara bebas
meskipun ada aturan yang melarang?

Informan

Biaya untuk membuat kandang mahal dan pakan juga sulit
diperoleh. Jika ada dukungan dari pemerintah, saya bisa
mematuhi aturan. Namun karena bantuan belum pernah ada,
saya tetap melepas ternak seperti biasa.

Penulis

Bagaimana pendapat Bapak/lbu tentang larangan melepas
hewan ternak dalam Perda?

Informan

Pada dasarnya kami menerima aturan tersebut, tapi saat
diterapkan di lapangan sering tidak jelas. Razia dilakukan tanpa
penjelasan aturan. Menurut saya, pelaksanaannya belum
dilakukan secara serius dan terencana.

Penulis

Bagaimana menurut Bapak/lbu tentang sikap pemerintah dalam
menegakkan Perda ini?

Informan

Pemerintah terlihat tidak sungguh-sungguh. Razia kadang
dilakukan, tapi kemudian dibiarkan lagi. Jika memang serius,
harus ada jadwal pasti dan edukasi kepada warga. Kami pun
bingung soal prosedur, dan jika pelaksananya tidak tegas, kami
juga jadi tidak merasa wajib menaati.
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Penulis

Apakah Bapak mengetahui adanya aturan tentang larangan melepas
hewan ternak secara bebas?

Informan

Saya kurang tahu aturan resminya. Dulu memang sempat dengar
ada larangan, tapi belum pernah dijelaskan secara langsung.
Melepas ternak sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Kalau
pemerintah ingin kami mengubabh itu, harusnya diberi pemahaman
dulu.

Penulis

Apakah Bapak pernah diajak dalam sosialisasi atau diskusi oleh
pemerintah desa atau pihak lain terkait aturan ini?

Informan

Yang saya tahu soal aturan ternak itu hanya dari cerita orang-orang.
Saya belum pernah diajak ke sosialisasi atau diberi penjelasan
resmi. Menurut saya, dengan adanya kolaborasi antara petugas dan
desa, pemahaman warga akan lebih baik.

Penulis

Bagaimana pendapat Anda tentang kerja sama antara Satpol PP dan
desa dalam melaksanakan kebijakan ini?

Informan

Dalam pandangan saya, antara petugas dan desa tidak ada
kekompakan. Kadang petugas turun sendiri, sedangkan desa tidak
diberi tahu. Hal itu membuat warga tidak tahu harus ikut siapa.
Kalau ada kerja sama, pasti kepatuhan masyarakat lebih tinggi.

Penulis

Mengapa Bapak masih melepas hewan ternak secara bebas
meskipun ada aturan yang melarang?

Informan

Karena membuat kandang membutuhkan banyak biaya dan
pemberian pakan juga tidak mudah, saya terpaksa melepas ternak.
Kalau saja ada bantuan dari pemerintah, saya bisa menaati aturan.
Tapi karena tidak ada, saya biarkan ternak cari makan sendiri.

Penulis

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang larangan melepas hewan
ternak dalam Perda?

Informan

Kami sebenarnya tidak masalah dengan aturan itu, tapi di lapangan
sering membingungkan. Kadang ada razia, tapi tidak jelas
aturannya. Tidak ada sosialisasi dan menurut saya pelaksananya
juga belum serius.

Penulis

Bagaimana menurut Bapak/lbu tentang sikap pemerintah dalam
menegakkan Perda ini?

Informan

Kesan yang muncul adalah pemerintah tidak sepenuhnya
berkomitmen. Razia dilakukan sesekali, tapi tidak berkelanjutan.
Kalau pelaksanaan tidak konsisten dan sosialisasi tidak dilakukan,
kami sebagai warga juga sulit untuk patuh penuh karena tidak tahu
prosedurnya.
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Penulis

Menurut Bapak, apakah masyarakat memahami tujuan dari Perda
ini?

Informan

Warga kebanyakan belum benar-benar memahami isi kebijakan
karena kurangnya sosialisasi yang menyeluruh. Selain itu, tidak ada
bukti nyata bahwa aturan ini efektif, sebab ternak masih berkeliaran.
Akibatnya, masyarakat pun bingung apakah kebijakan ini sungguh
dilaksanakan.

Penulis

Menurut Bapak, apakah pemerintah cukup terbuka dalam
menyampaikan informasi atau menjalin komunikasi soal kebijakan
ini?

Informan

Banyaknya hewan ternak yang masih berkeliaran menunjukkan
bahwa koordinasi antarinstansi belum berjalan dengan baik. Razia
pun berlangsung tidak konsisten. Hal ini menimbulkan
kebingungan di masyarakat tentang keseriusan penegakan aturan
tersebut.

Penulis

Apakah Bapak melihat ada kerja sama yang kuat antara aparat desa
dan Satpol PP dalam menegakkan Perda ini?

Informan

Belum terlihat. Saya lihat Satpol PP jalan sendiri, desa juga seperti
tidak dilibatkan. Harusnya dua-duanya jalan bareng, biar
masyarakat merasa dilayani dan diberi pemahaman dari semua
pihak, bukan hanya satu sisi saja.

Penulis

Bagaimana pandangan Anda terhadap Perda ini dan dukungan
masyarakat terhadap pelaksanaannya?

Informan

Saya sih setuju dengan peraturan itu, karena hewan ternak
berkeliaran bisa bahaya. Tapi sayangnya pelaksanaannya enggak
maksimal. Kalau pemerintah lebih sering turun dan ada kerja sama
dengan tokoh masyarakat, saya yakin warga juga lebih patuh.

Penulis

Apakah Bapak/lIbu merasa bahwa pelaksanaan Perda ini sudah
berjalan efektif?

Informan

Menurut pandangan kami, penerapan aturan ini masih belum
berjalan secara efektif. Razia hanya dilakukan sesekali, tidak
konsisten. Buktinya, hewan ternak seperti sapi masih sering
berkeliaran di jalan umum. Kesan yang muncul, baik Satpol PP
maupun aparat desa belum menjalankan tugas ini dengan keseriusan
penuh. Seharusnya, ada jadwal penertiban yang rutin, misalnya
patroli setiap minggu. Jika hanya mengandalkan laporan dari warga,
tindakannya pasti terlambat. Kami mendukung aturan ini, tapi bila
pelaksanaannya tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka
masyarakat pun cenderung akan acuh.
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Penulis

Menurut Bapak, apakah masyarakat memahami tujuan dari Perda
ini?

Informan

Banyak masyarakat yang belum memahami isi aturan ini karena
sosialisasinya belum merata. Belum ada indikator yang menunjukkan
keberhasilan kebijakan tersebut. Hewan ternak pun masih sering
dijumpai di jalan. Hal ini membuat warga ragu, apakah aturan ini
sungguh dijalankan atau tidak.

Penulis

Menurut Bapak, apakah pemerintah cukup terbuka dalam
menyampaikan informasi atau menjalin komunikasi soal kebijakan
ini?

Informan

Kalau dilihat dari masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran,
sepertinya koordinasi antarinstansi belum jalan. Kadang ada razia,
kadang enggak. Masyarakat juga jadi bingung, apakah aturan ini
serius ditegakkan atau tidak.

Penulis

Apakah Bapak melihat ada kerja sama yang kuat antara aparat desa
dan Satpol PP dalam menegakkan Perda ini?

Informan

Belum tampak adanya kerja sama yang jelas. Satpol PP tampaknya
bergerak sendiri tanpa melibatkan desa. Idealnya, keduanya berjalan
bersama agar masyarakat merasa diperhatikan dan mendapatkan
pemahaman dari semua pihak, bukan hanya satu instansi.

Penulis

Bagaimana pandangan Anda terhadap Perda ini dan dukungan
masyarakat terhadap pelaksanaannya?

Informan

Saya mendukung adanya aturan itu karena hewan yang dibiarkan
bebas bisa membahayakan orang lain. Namun, pelaksanaannya
belum optimal. Jika pemerintah rutin turun ke lapangan dan menjalin
kerja sama dengan tokoh masyarakat, saya yakin warga akan lebih
taat.

Penulis

Apakah Bapak/lIbu merasa bahwa pelaksanaan Perda ini sudah
berjalan efektif?

Informan

Bagi kami, aturan ini belum terasa efektif. Penertiban tidak dilakukan
secara teratur, terkadang ada razia, namun seringkali tidak ada.
Kondisi ini terlihat dari masih banyaknya sapi yang berkeliaran di
jalan raya. Satpol PP dan pemerintah desa juga terkesan tidak
menunjukkan keseriusan dalam menegakkan aturan. Seharusnya
penertiban dilakukan dengan jadwal tetap, atau ada petugas yang
rutin turun ke lapangan setiap pekan. Jika hanya menunggu aduan
dari masyarakat, tentu responnya lambat. Kami sebenarnya
mendukung aturan ini, namun tanpa tindak lanjut yang jelas dan
konsisten dari pelaksana, masyarakat pun jadi tidak peduli.
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Penulis

Menurut Bapak, apakah masyarakat memahami tujuan dari
Perda ini?

Informan

Sebagian besar belum paham. Sosialisasi tidak menyeluruh.
Apalagi tidak ada ukuran atau bukti kalau aturan ini berhasil.
Hewan ternak masih sering terlihat berkeliaran. Jadi masyarakat
juga bingung, apakah aturan ini memang benar diterapkan atau
tidak.

Penulis

Menurut Bapak, apakah pemerintah cukup terbuka dalam
menyampaikan informasi atau menjalin komunikasi soal
kebijakan ini?

Informan

Fakta bahwa ternak masih bebas berkeliaran menandakan
lemahnya koordinasi antarinstansi. Kadang razia ada, kadang
tidak. Ini membuat warga meragukan apakah aturan ini benar-
benar ditegakkan secara serius.

Penulis

Apakah Bapak melihat ada kerja sama yang kuat antara aparat
desa dan Satpol PP dalam menegakkan Perda ini?

Informan

Kerja sama antarinstansi belum terlihat nyata. Satpol PP sering
bergerak sendiri, sementara desa tidak tampak terlibat.
Seharusnya mereka bersinergi supaya masyarakat merasa
didukung dan mendapatkan edukasi dari berbagai arah.

Penulis

Bagaimana pandangan Anda terhadap Perda ini dan dukungan
masyarakat terhadap pelaksanaannya?

Informan

Menurut saya, aturan tersebut memang perlu karena hewan
berkeliaran bisa menimbulkan risiko. Tapi penerapannya belum
maksimal. Kalau saja pemerintah lebih aktif turun langsung dan
menggandeng tokoh masyarakat, kepatuhan warga pasti
meningkat.

Penulis

Apakah Bapak/lbu merasa bahwa pelaksanaan Perda ini sudah
berjalan efektif?

Informan

Belum, kami rasa belum efektif. Kadang ada razia, kadang tidak.
Kami masih sering lihat sapi jalan di jalan umum. Satpol PP atau
pemerintah desa juga seperti tidak serius. Harusnya ada jadwal
tetap, atau petugas keliling tiap minggu misalnya. Kalau hanya
nunggu laporan, ya telat. Kami dukung aturan ini, tapi kalau
tidak ada tindak lanjut yang serius dari pelaksana, warga juga
jadi tidak peduli.
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SURAT BALASAN DARI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUKOMUKO

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Ji. Imam Bonjol Komplck Perkantorun Pemenntah Kabupaten Mukomuiso
Telepon (0737) 71002 Faximile (0737) 71001/71002 Kode Pos 38365

Mukomuko, & Mei 2025

Nomor :331.1/D.7/54 /V/2025 Kepuda
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Yth, Dckan Fakultas limu Sosial
Perihal : Surat Keterangan Penelitian dan llmu Politik Universitas
Muhammadiyah Bengkulu
Di,-
Tempat
Schubungan dengan swat Dekan 1 FISIP Nomor : 097-

SI/DF.7/11.3.AU/C/2025 Tanggal 01 Februari 2025 Perihal lzin Penelitian,
maka dengan ini Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Mukomuko menerangkan bahwa :

Nama : Inderi Lara Safitri
NPM : 2163201059
Prodi : Administrasi Publik

Yang namanya di atas benar telah selesai melakukan kegiatan Penelitian
dan Pengambilan data untuk penyusunan SKRIFPS| dengan Judul Penelitian
“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun
2011 tentang Kebijakan Larangan Bagi Pemilik Hewan Ternmak " Penelition
tersebut mulai tanggal 11 Februari sampai dengan 11 Maret 2025,

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagai mana mestinya dan atas kerja samanya di ucapkan
terima kasih.

NIP. 19730509 200312 1 004



LAMPIRAN V

PERDA PENERTIBAN HEWAN TERNAK DALAM WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO

Menimbang

Mengingat

»

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

bahwa salah salu upaya dalam rangka menjaga kedertiban
umum atas pemeliharaan hewan lemak di Kabupaten
Mukomuko, dipandang perlu diadakan penertiban, pembinsan
dan pengawasan terhadap pemeliiharaan hewan bernak,

bahwa dafam usaha penertiban, pembinaan dan pengawasan
lerhadap pemslharsan hewan lemak, perlu menetapkan
Peraluran Dascah lenlang Peneriban Hewan Ternak Dalam
Wilayah Kabupaten Mukomukn;

Undang-Undang Nomar @ Tahun 1967 tentang Kelenbuan-
ketentuan Pokok  Peternakan dan  Kesshatan Hewan
(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1987 Mamar
10, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor
2B24),

Undarg-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acars
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesa Tabun 1081
Nomoe 76, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomoe 3208,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengsiolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran MNegara Republk indonesss
Tahun 1887 Nomar 6B, Tambahan Lembasan Negasa
Republk Indonssia Nomor 3694);

Undang-Undang Nomor 3 Tabhun 2003 lentang Pembeniukan
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran MNegaa Republic
Indonesia Tahun 2003 Nomaor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Namos 4266),

Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2004  tenlang
Pembeniukan Peraluran Peundang-Undangan  (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
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1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  lentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125 Tambashan Lembaran
Republk Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah diubah
beberapakalk, terakhir dengan Undang-Undang Nomoe 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844 )

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 lentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444),

Peraluran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 lentang Usaha
Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3102)

Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578

Peraluran Pemesintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara  Pemerintah,
Pemenntahan Dasrah Provinsi dan Pemerinlahan Daerah
Kabupalen®ota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembasan Negara
Republk Indonesia Nomor 4737),

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomer 18 Tahun 2006
lentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Menetapkan

dan
BUPATI MUKOMUKO

. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK DALAM  WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Daersh ini, yang dimaksud dengan

1.
2
i

10.

1.

12.

15

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
Pemeriniah Daerah adaksh Pemerintah Dasrah Kabupaten Mukomuko.
Bupati adakah Bupali Mukomuko.

Dewan Perwakilan Rakyal Dasrah yang selanjulnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai unsur

penyelengars pemerintah daersh.

Peratran Dasrah yang sslanjulnga  dsingkal dengan PERDA  adalah
Peraluran Daerah Kabupaten Mukomukeo.

Kanlor Saluan Polisi Pamong Praja adalah Kanlor Saluan Polisi Pamong
Praja Kabupaben Mukomuko.

Hewan Temak adalah hewan yang berkaki empat yang dipelinara masyarakat

di Wiayah Kabupalen Mukomuko yang mana perkembangan serla
manfaalnya distue dan dawasi oleh manusia sepert sapi, kerbau, kKambing,

domba dan sejenisnys.
Ternak Besar adatah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
Ternak Kedl adalah kambing, domba dan sejenisnya.

Pemilik Termak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki lermnak dalam
Wilayah Kabupaten Mukomuko.

Badan adalah Persercan Terbalas, Perseorangan, Comandiler, Badan
Usaha Milik Negara'Dasrah dengan nama dan bentuk apapun, persskuluan

fema, Kongsi, perkumpulan, Koperasi, yayasan alsu lembaga dan bentuk
usaha lelap sarts badan usaha tainnys.

Tempal Palamakan adalah sustu lempal untuk ditempali ssaha pelemakan
yang belah ditenbukan

Tanda Identitas adalah sualu tanda yang dilekatkan pada badan ternak dakam
beniuk apapun sebagsi tanda pengenal pascs pelaksansan penertiban oleh
.

Tim Peneriban hewan ternak adalah suatu Tim yang dibertuk berdasarkan
Kepulusan Bupali Mukomukeo.

Pelugas adalah meneka yang karena tugas, fungsi atau abalan dilugaskan
unuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.



16. Pemerksaan adalah serangkaian kegistan unluk mencar, mengumpulkan
dan mengolah data danvalau keterangan Binnya uniuk menguj kepatuhan
pemenuban  kewajiban retibusi dan untuk tujuan  lain  dalam  rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN

Pasal 2

Penertiban Hewan Temak adalah penertiban atas lemak yang dipelihara danfatau
diusahakan oleh orang pribad danatau badan dalam wilayash Kabupaten
Mukomuko.

Objek Penertiban adalah hewan temak yang berkeliaran dan/stau dilepas oleh
pemilk/pengusaha lemak ditempal-lempal yang diiarang.

Pasal 4

Subjek penertiban adaiah Ovang pribadi dan/atau badan yang memelihara dan/stau
mengusahakan hewan lemak.

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK/PENGUSAHA TERNAK

{1) Pemilk temak diwajibkan memelihara lemak dengan  baik  serta
mengamankannya

dalam kandang atau dilkat sehingga tidak lepasberkeliaran

2) ﬁadmmmmmmmmmm:m

anoe

~n

Rumah ibadah;

Tempal pendidikan,

Sungai-sungad'sumber-sumber ar  bersih yang berada di Wiayah
Kabupaten Mukomuko;

Pasar-pasar,

Tesrminal, dan

Tempal-dempal keramaian innya

{3) Dakam hal Kandang ternak yang dekal dengan pemukiman penduduk wajd
mendapal perselujuan dan  lelangga dan diketahui  lurahkepala desa
selempal.
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Dalam wilaysh Kabupaten Mukomuko, pemilik temak diarang :

a.  Melepasimengembalakan termak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan
peambibitan

b. Melepasimengembalskan lemak pada pekarangan rumah, pefamandan, lokasi

pariwesata, lapangan olalvaga dan lempalt-lempal lain  yang dapat
menimbulcan kenusakan,

£ Melspas lemak sshinggs berkelisran di dafam kots, jalan-jalan danistsy
Wlﬂmmdﬂm%ﬁﬁlm
pem n.

Pasal 7

(1) Pemiik, yang lemaknya ditangkap selsish mendapal pemberitahuan resmi
dan pelugas wajib menyediskan makan untuk lernakrya salama berada di
kandang penampungan.

(2) Dalam hal pemilik termak tidak menyediakan makan lernak, maka kepadanya
akan dikens biaya pengpant sebesar Rp. 30.000 (Tiga Pulub Ribu Rupiah)

per-hari per-ekor .
BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS
Pasal 8

Pelugas dalam melakukan penertiban termak wajib :
a.  Menjaga keselamalan ternak sejak ssal penangkapan sampai dilebus/dielang,
b. Menjaga keamanan ternak yang ditangkap .

€. Menyampakan/mengumumkan melslui  alsl  pengeras  susra  kepada
masyarakal umum lentang hasil penangkapan/penertiban terhadap temak
lersebut dalam jangka wakiu 1 (satu) kali 24 (dua pulub empat) jam.

(1) Pelugas dafam melskukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatil
lerhadap permik termak.

12) Pelugas dilarang sebagas pembek atas lernak yang & lelang.
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BAB V
BIAYA TEBUSAN PENANGKAPAN

Pasal 10

rmmmdmpmmamwoumm
membayar uang lebusan, sebagai berikut
a uniuk Ternak Besar seperli Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnys sabesar

Rp. 1.000.000,- (Satu Juts Rupish)iekor;
b. untuk Temak Kecl seperti Kambing, Domba dan sejenisnya sebesar

Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupish)ekor.

Uang Tebusan sebagaimana dimaksud ayat (1) hurup a dan huruf b Pasal ini
dselor kepada bendaharawan untuk selanjulrys 25% disslor ke Kas Dasrah
sebagai Penermaan Daerah Lain-lain dan 75% diserahkan kepada Tim
Penertiban Hewan Ternak Kabupaten Mukomuko sebagai Dana Operasional.

BAB VI
KETENTUAN TEBUSAN ATAS TERNAK YANG TERTANGKAP

Pasal 11
Seliap termnak yang ditangkap oleh Tim Penertiban harus ditebus pemiliknya
paling lama dalam lenggang wakiu 7 (lujuh) har setelsh di smumkan.
Apabila dalam tenggang waklu sebagaimana denaksud pada ayal (1) Pasal iné

pemilk lemak belum menebus maks Pemerintah Daersh dapal menjualnys
melalui proses |lekang terbuka uniuk umum.

Pasal 12

Hasi penjuslan ternak melsius lelang jugs dketshui pemisk lemak.

penjusian ssbagaimana dimaksud pada ayal (1) akan dikembalikan
kepada pemilik ternak sslsiah medsiu penghitungan semua kewasjiban biaya
tebusan dan administrasi pelaksanaan lefang.

Besamya biaya administrasi lelang harus diberitshukan kepada pemiik
temak.

Pasal 13
Penertban hewan ternak dilakukan oleh Tim Penertiban Hewan Temak
Kabupaten Mukomuko dengan melbatkan Instans Vertikal Daersh.

Personil Keangpotsan dan Tugas Tim Penertiban, lebih lanjut ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 14

(1) Penertiban Hewan Temak oleh Tim Penertban dlakukan dengan
mempedoman Sands Operssioral Penertban Mewan Temas.

(2) Standar Operasional Penertiban Hewan Temak, lebih lanjul dletapkan dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 1§

(1) Pelemak yang melanggar seluruh atau sebagian keteniuan yang dislur datam
Peraturan Daerah ini, disamping dikenai uang tebusan dapat juga di pidana
dengan kurungan selama-amanya 3 (liga) butan kurungan astau denda
Rp. 3.000.000: (Tiga Juts Rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayal (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

(3) Ketentuan sanksi sebagaimana masing-masing Pasal iné akan diletapkan lebih
lanjul dengan Peraluran Bupali.

Pasal 18

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Dasrah yang diberi
wewenang khusus ssbags pernidik, dapal melaskukan penyidikan lindak pidana
dalam Peraturan Daerah ini dbawah kordinasi dan pengawasan POLRES

mmnmmmmdwrmmmw”

Pasal 17

(1) Hal-hal yang belum cukup distr dalam Peraturan Dasrah ini, akan dltetapkan
lebih  lanjut dengan Persluran  Bupali  sepanjang mengenai  leknis
pelaksanaannya.

(2) Dengan beriskunya Persturan Daersh ini, maks semus ketentuan
bertentangan dengan Peraturan Daerah irs dinyatakan tidak berlaku lagi
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Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulsi berfaku pada tanggal diundangkan.

Agar setap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran
Daerah ind dengan penempatannya dalam Lembaran Dasrah Kabupaten Mukomuko.

Ditetagkan di Mukomuko
Pada Tanggal 4 April 2011

BUPATI MUKOMUKO,
1t

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada Tanggal 4 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,
d

BM. HAFRIZAL, SH
Pembina T (IWb)
NIP. 19870401 199203 1012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 176



154

LAMPIRAN V
KEGIATAN DOKUMENTASI

No Keterangan Dokumentasi

Wawancara bersama Bapak

1.
IS, FA dan PA.
Wawancara bersama Ibu SJ
2. selaku masyarakat yang

memiliki hewan ternak




Wawancara bersama Bapak
SR selaku masyarakat yang

memiliki hewan ternak

Wawancara bersama Bapak
BA selaku masyarakat
yang memiliki hewan

ternak

Wawancara bersama Bapak
SU selaku masyarakat
Pemilik hewan ternak
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Wawancara bersama Ibu
KA selaku masyarakat
yang tidak memiliki hewan

ternak

Wawancara bersama Bapak
IY selaku masyarakat yang
tidak memiliki hewan

ternak

Wawancara bersama Bapak
SA selaku masyarakat yang
tidak memiliki hewan
ternak
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Wawancara bersama Bapak
MA selaku masyarakat

9.
yang tidak memiliki hewan
ternak
Wawancara bersama
10.

Aparat Desa MA
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